
 

 

 

 

LAPORAN SINGKAT 

KOMISI VIII DPR RI 

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, 
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, 
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL 
PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI 
(BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF 
INDONESIA (BWI). 
 

Rapat Ke : 3 

Tahun Sidang : 2018-2019 

Masa Persidangan : I 

Jenis Rapat/ke- : Rapat Kerja / Ke- 1 

Dengan : Menteri Agama RI 

Sifat Rapat : TERBUKA 

Hari, Tanggal : Selasa, 4 September 2018 

Waktu  : Pukul 13.00 WIB  

Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI 

Ketua Rapat : Dr. H. M. ALI TAHER, S.H., M.Hum. 

Sekretaris Rapat :   Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si. 

Acara : Membahas  RKA K/L Tahun  2019 

Hadir :   1. ...... orang dari 51 orang Anggota   

  2. Menteri Agama RI beserta jajarannya 

                                       

I.  PENDAHULUAN: 

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata 

Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada pukul 

13.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.  

2. Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dipimpin oleh Ketua 

Komisi VIII DPR RI, Dr. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum, sesuai acara dan tempat 

sebagaimana tersebut diatas.   
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II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN 

 

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI dengan agenda 

membahas “RKA-K/L Kementerian Agama RI Tahun 2019”, disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Agama Tahun 2019 sebesar Rp62.066.722.163.000,- (enam puluh dua triliun enam 

puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu 

rupiah),  yang akan dialokasikan untuk program:  

No Program 
Pagu Anggaran 2019 
(dalam ribuan rupiah) 

1 Dukungan Manajemen   1.986.016.651  

2 Kerukunan Umat Beragama 85.014.140  

3 Pengawasan Akuntabilitas 153.527.316  

4 Bimas Islam 5.157.052.074  

5 Pendidikan Islam 48.544.443.637 

6 Bimas Kristen 1.822.655.787 

7 Bimas Katolik 929.890.212  

8 Bimas Hindu 816.170.820  

9 Bimas Buddha 263.005.769 

10 Penyelenggaraan Haji & Umrah 1.496.621.215  

11 Litbang dan Diklat 600.908.079  

12 Jaminan Produk Halal 211.416.463  

 JUMLAH 62.066.722.163 

 

2. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pagu 

anggaran dan usulan tambahan anggaran Kementerian Agama RI sebesar 

Rp5.384.855.617.600,- (lima triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar delapan 

ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) dalam 

RKA-K/L Tahun Anggaran 2019 bersama Pejabat Eselon I Kementerian Agama RI.  
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3. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI agar dalam penyusunan dan 

pengalokasian anggaran Kementerian Agama Tahun 2019 secara sungguh-

sungguh menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI 

sebagai berikut: 

a. Menyampaikan data mengenai rincian capaian dari setiap program 

Kementerian Agama RI selama 4 tahun. 

b. Merinci PTKIN mana saja yang batal memperoleh Pinjaman/Hutang Luar 

Negeri dan diambil-alih pembiayaannya melalui SBSN. 

c. Melakukan pemerataan distribusi bantuan sarana-prasarana pondok pesantren 

dan madrasah. 

d. Meningkatkan perhatian kepada guru-guru madrasah Non-PNS dan guru 

agama yang ada di sekolah umum. 

e. Memprioritaskan pengalokasian anggaran untuk pemulihan sarana-prasarana 

pendidikan keagamaan dan tempat ibadah di lokasi bencana. 

f. Melakukan inovasi program untuk pengembangan pondok pesantren dan 

rumah ibadah yang tidak terbatas pada infrastruktur. 

g. Meningkatkan peran dan anggaran bagi FKUB. 

h. Meningkatkan peran dan anggaran bagi KUA. 

i. Memprioritaskan pembangunan asrama haji Banten dan pendirian STAIN Tiga 

Raksa Tangerang. 

j. Memperhatikan peningkatan jumlah guru dan penyuluh agama. 

k. Mengoptimalkan pengelolaan aset yang dimiliki Kementerian Agama RI. 

l. Menyelesaikan peraturan-peraturan turunan dari Undang-undang Jaminan 

Produk Halal dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. 

 

III. PENUTUP 

Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB 

 

 

 

 

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI 
  KETUA, 

 
ttd 

 
 

Dr. H.M. ALI TAHER, SH. M.Hum. 

  


